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TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
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KABUPATEN BENGKALIS

bahwa unt melaks:e
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Kabupaten Bengkalis;

Q. Tahun 1956 tentang

@}@ en Dalam
\ eiral insi-SAmate e (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelala ngan Daerah (Lembaran Negara Republik
\ () TR D)
]\L 4 _gen
Peraturan Pelaksamnaan bngndang o n
2014 tentang Desa e#g/' ma lah dgubah\ de
Peraturan PemerintahU Nom Tahun g




Menetapkan

;.-j penyelenggara pemerlntahan D @ J
8. Anggaran Pendapatan - dan i
can

Lembaran Negara Repubhk In nes1

7.. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 13 Tahun 2014
‘ tentang Pengelolaan Keuangan Desa, :

: MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN :
- ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS : Sk L o

" BABI : .
KETENTUAN UMUM _

Pasal 1.0

o Dalam Peraturan Bupat1 ini yang d1maksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat1 sebagai ‘unsur e
' penyelenggara Pemerintah. Daerah. yang mem1mp1nygfg_‘ﬂ
pelaksanaan = urusan pemerlntahan yang men_]ad;; L

kewenangan daerah otonom 5
Bupati adalah Bupati Bengkahs

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten
Bengkahs ' : :

‘_ 5. Camat adalah Camat dalam W11ayah Kabupaten Bengkahs /|
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wllayah Kabupaten -

Bengkahs

g 7. Pemermtah Desa adalah Kepala Desa atau yang dlsebut

' dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebaga1 unsur .

disingkat APBD. adalah retrca
pemerintah Daerah. :

9. Anggaran - Pendapatan dan BelanJa Desa, selanJutnya e

- '7d1s1ngkat APBDesa | adalah rencana keuangan tahunan :':;}f’;f?f

dst ADD
: pe : rimg paten B
dalam j Anggaran Pendapatan ‘dan - Belanja -
Kabupaten Bengkahs setelah d1kurang1 Dana Aloka81
Khusus ~ \ ‘

e
S

0N

jrasd

11. Alokasi Dana Desa: M1n1mal yang selan_]utnya d1s1ngkat -
ADDM adalah baglan Alokasi Dana Desa yang besaranv e

pembag1annya sama untuk mas1ng-masmg Desa.

- 12. Alokasi Dana Desa Proporsmnal yang selanJutnya d1s1ngkat ey

ADDP adalah pa

Proporsional unt >
- bobot Desa yan ihi
tertentu : S




13. Anggaran kas adalah ok
. yang bersumber dari péneri !
- keluar untuk mengatur ketersedlaan dana yang cukup .
‘ guna mendana1 pelaksanaan keglatan dalam setiap. penode

14

15,

17. PeJabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyaflif‘* S
‘disingkat PPKD adalah Kepala Satu'_ :
: Keuangan Daerah yang mempunyai  t
L pengelolaan APBD dan bertlndak sebag. :

- Vdaerah SR ,

Surat Pertanggung]awaban yang selan_]utnya disingkat SP.J
_adalah -surat pertanggun.awaban penggunaan Alokasi =
: Dana Desa yang d1buat oleh Desa penenma Aloka51 Dana ' -

Desa

N11a1 bobot Desa selanJutnya dlsebut BDx adalah N11a1 Desa e

yang ditentukan berdasarkan beberapa variable 1ndependen e |

* dan merupakan 1nd1kator yang dapat dlgunakan untuk | =—
- membedakan  beban yang d1tanggung antara. satu Desa’ [|
dengan Desa yang lamnya : . L

|  BaABII A ‘ o
. PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA it

Pasal 2

(1) ADD dlanggarkan dalam APBD pada DPA PPKD

(2) Pengalokas1an ADD pada masmg—masmg Desa dltetapkan? .
dengan Peraturan Bupati setelah Anggaran Pendapatan dani i

. 'Jumlah ADDP yang dltenma oleh masmg—masmg Desa . i

Belan_]a Daerah Kabupaten d1sahkan

Jumlah ADDM yang d1ter1ma oleh masing-masing - Desa e o
 adalah 70% (tujuhpuluh perseratus) dari jumlah pagu - =
anggaran ADD Kabupaten d1bag1 dengan Jumlah seluruh S

Desa se- Kabupaten

penduduk nnskln e




3 10% (sepuluh per| ket ‘s\
4 10% (tlga puluh er ierafl

geograﬁs

‘e. Sumber data varlabel sebagai
- ditentukan dalam’ Peraturan '
' ;5," Alokas1 Dana Desa o

.dlmaksud dalam Pasal 3
ggunakan rumus Sebaga1 e

- (BDXJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) X ADDP
S Keterangan ‘ _ R

W _= Aloka51 Dana Desa setlap Desa yang d
. berdasarkan jumlah  penduduk,
P ~ kemiskinan, luas Wllayah ‘dan t1ngkat ke
- geografis Desa." o
BDXJP = Jumlah bobot penduduk setlap Desa terhadap b

total penduduk Desa Kabupaten.

Ot penduduk miskin setlap Desa g
duk ' rn1sk1n_ Desa

f, ;4 “BDXLW = Jumlah bobo , « "
e SRR terhadap tot. | " _‘
: '”BDXIKGrf= jumlah bobot ‘;

Kabupaten

- ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsmnal
o Jp. = Jumlah Penduduk Desa S '
JPM = Jumlah Penduduk M1sk1n Desa

owo o= Luas W11a ah Desa e
(2) Perhltungan bgbot i i\ '
d11akukan dengan rumus sebaga1 benkut , ‘
: a. Bobot _]umlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus

0
5
O

: , “BDxJP 50% bobot JP x Rasio JP ; = e
i b..Bobot Jumlah penduduk m1sk1n (BDxJPM) dengan' e

' BDxJPM 30% bobot JPM X Rasm JPM

e c. Bobot luas Wllayah (BDxLW) dengan rumus : ;
' BDxLW = 10% bobot LW X Rasm LW '

Ad'ﬁ Bobot - Indek Kesuhtan Ge 5 ﬁ(

rumus:
(3) Pengh1tungan rasio sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)

 BDXIKG = 10% bobot IKG X R
~dilakukan dengan rumus sebagal berlkut _ :
oA Ras1o Jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :

i . Jumlah penduduk Desa I e
Rasw JP ";j . Total penduduk Desa se- Kabupaten . .

b Ras1o Jumlah penduduk m1sk1n Desa (RJPM) dengan
'rumus ‘

N Jumlah penduduk m1sk1n Desa & ,' Bt
Ras1o JPM ‘ Total penduduk m1sk1n Desa se-Kabupaten L




"c.,"Ras‘i‘(’)"luas W11ayah :Deéa RL

luas wi
Rasio LW. = : Total luaswﬂaycrh—Be/sa-ée Kabupaten - T
d Rasm 1ndeks kesuhtan geograﬁs Desa (rasm IKG) dengan FL
rumus = -

S " Indek Kesuhtan Geograﬁs
Total indek kesulitan geografis Desa se-
R Kabupaten : S

| e Ra_swkIKG =

’ BAB II0 - :
PENGGUNAAN ALOKASI DANA D]

Pasal 5 : 5' "

(1) Penghasﬂan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. ADD yang ber_;umlah sampa1 dengan RpSOO 000. OOO 00 L

G e % =) p/u .
Soo(tujuh ratus ~ juta rup1ah) dlgunakan antara s
~ Rp300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah) sampai -
- dengan paling banyak 50% (hma puluh per seratus); =

. c¢.. ADD yang bexjumlah leblh dar1 Rp700 000. 000 OO
o (tujuh - ratus Juta ruplah) sampa1 dengan
- Rp900. 000. 000, OO (se' '
- digunakan antara - Rp35
. puluh juta: rup1ah) samplad
o (empat puluh per seratus ; dan |
o d. ADD ‘yang ber_]umlah leblh dar1 Rp900 000. OOO OO
e (sembﬂan " ratus juta rupiah) dlgunakan - antara
- Rp360.000. OOO 00 (tiga ratus enam puluh juta rup1ah)
. sampai. dengan pahng banyak 30% (tlga puluh per
e seratus)

i 1’, 0,00\ Y
ngqn 1
"

(2) Selam untuk penghasﬂan tetap sebagam ,E 1
pada ayat (1), ADD digunakan- untuk bel nja—De
* dianggarkan - dalam APBDesa sesuai - dengan ket
peraturan perundang—undangan e : '

PO =

 BABIV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA
; = Pasal 6 o i S
(1) ADD dlsalurkan kepada pemermtah Desa melalul rekenlng SR
"kas Desa dan merupak A yo o Le | y -
o yang harus dlanggarkan C@‘l NRBDeNA. L ([
(2) Penyaluran ADD dapat ditakukay] sefoldie % erintaly \Des

memenuhi persyaratan sebagai berikdtl:




: (3) Penyaluran ADD dari Rekemng Kas Umum Daerah ke_ B Lt
. reKening kas Desa sebagaumana dlmaksud pada ayat (1)
s 'dllakukan 2 (dua) tahap T : R
- a. Tahap I sebesar 50% (11mapu1uh perseratus) dﬂakukan R

-setelah - Desa melengkap1 persyaratan sebagalmana g
tersebut pa 5 : :

] ‘mjﬂpmkm laporan bulanan realisasi CanE
e6hhithi bulan dari bulan Januari sampai . . -
dengan bulan Me1 tahun bte]alan yang telah d1evalua31 S
Camat . TR &

(4) Pemenntah Desa membuka rekemng pada bank Yang et
d1tun_]uk berdasarkan keputusan Kepala Desa. e

(5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD_._; S

i sebagalmana d1maksud padaayat (3) kepada Bupati me1a1u1 LY

~ Kepala ©  Badan Pemberdayaan " Masyarakat Dan. S
f’Pemenntahan Desa setelah mendapatkan rekomendas1 -

' Camat setempat ' R )

(6) Kepala - Badan ' Pemberdayaan Masyarakat dan e
‘ VPemerlntahan Desa meneruskan permohonan sebaga1mana

: ‘ \f 3 ‘ ’ 2 B elallh Sekretarls. i
L (7)7 dari rekemng as aerah secara“; .

langsung ke rekemng kas Desa

(8) Pencairan dana pada Bank harus dltandatangam oleh S
Kepala Desa dan Bendahara Desa yang d1la.kukan dengan e e
mekamsme sebagau benkut : L

a. Kepala Desa menyusun anggaran kas Desa setelah A
dltetapkannya APBDesa ' e . S

b, ,Pencalran dana dar1 kas Desa d1lakukan sdti
' setelah mendapat rekomendasi ~ Camdt
S kebutuhan sebagalmana tertuang dalam anggaran kas;
¢ Dalam hal pencairan dana dari kas De D-@
. dilakukan set1ap bulan ‘maka Desa dapat metlcai i,
- 'dana“dari kas.Desa sesuai dengan kebutuhan bulan .

L sebelumnya dltambah bulan berjalan sebagaimana = -

- . tertuang dalam anggaran kas : setelah mendapat '
. rekomendasi Camat; oy ' P

S d. Penga_]uan permohonan rekomendas1 kepada Camat S

- ~dilengkapi dengan ‘laporan reahsa31 penggunaan.
. - anggaran yang’ telah dlcalrkan sampa1 dengan bulan ‘
“n;-'sebelumnyadanSPJ dan N RN Rt

membenkan | rekomenda31 : 'sebagéin'iéna_ T
ad - pada huruf - Camat berkewa_]lban"
SV pEha yang bersangkutan ' :




. 1O BABV |
e PELAPORAN

Pasal 7

;'(1) Laporan reahsas1 ADD tenntegras1 dengén leporénp f“‘“ﬁ'
“realisasi APBDesa, sehmgga bentuk laporannya adalah e

laporan reahsa31 APBDesa

: ‘ . , . (2) Bentuk laporan reahsas1 atas- keglatan keglatan dalam
—— v . e APBDesa, adalah sebaga1 berlkut : : -

S a. Laporan “bulanan reahsa51 APBDesa d1sampa1ké'ﬁ> |

. paling ‘lambat tanggal 10 bulan benkutnya setelah
f".jgvbulan berjalan;

b 'F‘Laporan semester pertama d1sampa1kan pahng lambat“. e
- pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan R

“c. _Laporan semester akhlr tahun d1sampa1kan pahng‘
S f,lambat pada akhir bulan J anuan"thhun benkutnya

(3) Penyampa1an laporan sebagalmana dimaksud' pada ayat 2‘ e

_ditandatangani = oleh ¢ Kepala Desa selaku  pemegang
- kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dls‘azmpalkanr“
s kepada Bupat1 me1a1u1 Camat ' O R . -

: “‘(4) Lapora.n sebagalmana d1maksud pada ayat (3) dlevaluasj £

oleh Camat T --r :

Pasal 8

Bupau menunda penyaluran ADD tahap II dalam hal

Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi
__penggunaan APBDesa sebagaumana dlmaksud dalam Pasal ‘

6ayat (3) hurufb L = . g : o

i PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

8 Laporan pertanggung]awaban : ADD tenntegras1 l deﬁgan ;
- laporan- pertanggung]awaban'j APBDesa dalam pengelolaany _
: ,keuangan Desa R SRR TR S

S BAB VII i
KETENTUAN PENUTUP T

Pasal 10

' '"}Dengan berlakunya Peraturan Bupatl ini, rhaka Peraturan SR

 Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara '

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagalmana telah diubah S

~dengan Peraturan Bupati- Bengkahs Nomor 25 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkahs Nomor

17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Aloka31_ e

fv,Dana Desa d1cabut dan d1nyatakan tldak berlaku lagi.




= AN Pl

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, mer ' | ahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya

dalam Berita Daerah. (\ AN
‘;ite %i ;Q*‘\.J 2 DE

Pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS ‘D) D]JI;

—2==\

, .

H. AHMAD SYAH HARROFIE

L4

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 18Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS P D“

. HANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 10




